
SKRIPSI 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MEMBELI 

KENDARAAN BERMOTOR DENGAN ANGSURAN TERHADAP 

PENGAMBILAN PAKSA OLEH PERUSAHAAN  

PEMBIAYAAN KONSUMEN 

(Studi Kasus PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. Cabang Kudus) 

 

 

 

 

Disususn Oleh: 

Vanda Asri Yulianti 

16.C1.0103 

 

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 

2020 



ii 

 

 



iii 

 

 



iv 

 



v 

 

ABSTRAK 

Metode angsuran dalam pembelian kendaraan bermotor mengharuskan 

kedua belah yaitu kreditur (pihak pemberi jasa pembiayaan konsumen) dan 

debitur (pihak penerima pinjaman) untuk saling mengikatkan dirinya dalam 

perjanjian. Hal ini sebagaimana diatur dalam buku III BW (KUHPerdata). 

Perusahaan pembiayaan menggunakan debt collector jika debitur mengalami 

keterlambatan dalam membayar angsuran. Jika debitur wanprestasi atau tidak 

melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan alasan syarat tersebut kreditur 

dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian, maka kreditur dapat 

menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur. 

Peristiwa ini menimbulkan kerugian kepada debitur sebagai konsumen. 

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode 

pendekatan secara yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian dilakukan secara 

deskriptif analitis. Dalam pengumpulan data menggunakan data primer 

berdasarkan Undang-Undang dan didukung dari data sekunder dengan mengolah 

data dari studi lapangan dan studi kepustakaan, untuk mengolah data yang 

didapatkan dari penelusuran maka hasil penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam pengambilan 

paksa Kendaraan bermotor dengan angsuran pada perusahaan pembiayaan 

konsumen di WOMFinance Kudus terdapat pada Penjelasan Pasal 18 ayat 1 

Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012, Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan , perlindungan hukum yang 

dilaksanakan oleh WOMFinance termasuk dalam perlindungan hukum represif 

yang diakomodir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012, 

penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, serta dengan 

dibentuknya OJK yang bertugas untuk mengawasi jasa keuangan. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Perusahaan Pembiayaan, debt 

collector, Fidusia. 



 

ABSTRACT 

The installment method in purchasing a motorized vehicle requires both the 

creditor (the consumer financing service provider) and the debtor (the loan 

recipient) to bind themselves to each other in the agreement. This is as regulated 

in book III BW (KUHPerdata). Financing companies use debt collectors if the 

debtor is late in paying installments. If the debtor defaults or does not fulfill his 

obligations, then based on the reasons for these conditions, the creditor can cancel 

the agreement. With the cancellation of the agreement, the creditor can withdraw 

the items that have been submitted to the debtor. This incident causes losses to the 

debtor as a consumer. 

This study used qualitative research methods with juridical sociological 

approach and the research specification was carried out descriptively analytical. In 

data collection using primary data based on the law and supported by secondary 

data by processing data from field studies and literature studies, to process data 

obtained from tracing, the results of this study use qualitative analysis. 

The results of the study indicate that the arrangements for forced taking of 

motorized vehicles in installments at consumer finance companies in 

WOMFinance Kudus are contained in the explanation of Article 18 paragraph 1 of 

Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection, Regulation of the Minister of 

Finance (PMK) Number 130 / PMK. 010/2012, Law Number 42 of 1999 

concerning Fiduciary Security and, legal protection implemented by 

WOMFinance is included in repressive legal protection accommodated by 

Regulation of the Minister of Finance No.130 / PMK.010 / 2012, elucidation of 

Article 30 of Law Number 42 of 1999, as well as the formation of the OJK which 

is tasked with overseeing financial services. 

 

Keywords: Legal Protection, Consumers, Financing Companies, debt 

collectors, Fiduciary. 
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